
BUPATI SITUBONDO 
PROVINSI JAWA TIMUR. 

PERA➔-ATI SITUBORDO 

NO. fa- TAHUif 2019 
TENTAIIG 

IMPLEMENTASI INSERSI PBifDIDDlt...If AIITI KORUPSI 

PADA SATUAII PB:NIJIIIIKAN 

Menimbang 

Mengingat 

DBifGAlf RARMAT TUHAif YAIIG MAHA ESA 

BUPATI SITUBONDO, 

a. bahwa implementasi pendidikan anti korupsi di 

seluruh level jenjang pendidikan merupakan hal yang 

sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai 

generasi muda yang berkarakter moral anti korupsi; 

b. bahwa dalam upaya menciptakan siswa yang 

berintegritas dan bermoral anti korupsi sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, diperlukan implementasi 

pendidikan anti korupsi dari ruang kelas, sekolah, 

rumah serta lingkungan melalui insersi di mata 

pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 

Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu 

menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang 

Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi pada 

Satuan Pendidikan; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara 

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 
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2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tcntang 

Pembcrantasan Tindak Pidana Korupsi (Lcmbaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 

1999 tcntang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

3. Undang,Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4250), 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78 

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 

Nomor 4301); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

scbagaimana telah bebcrapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 

Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pcmcrintah Nomor 28 Tahun 1972 ten tang 

Perubahan 

Kedudukan 

Nama dan 

Pemcrintah 

Pemindahan Tempat 

Daerah Ka bu paten 

Panarukan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 

Tahun 1972 Nomor 38); 

8. Pcraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), 

sebagaimana diubah dcngan Peraturan Pemerintah 

Nomor 32 Tahun 2013 ten tang Perubahan atas 
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Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5410); 

9. Peraturan Pcmerintah Nomor 55 Tahun 2007 ten tang 

Pendidikan Agama dan Pcndidikan Keagamaan 

(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4769); 

10. Pcraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 

tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 

tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, 

Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 

N omor 4864); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Pengclolaan dan Pcnyelenggaraan Pendidikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemcrintah Nomor 66 Tahun 2010 

tcntang Pcrubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2010 ten tang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5137); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pcmcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

14. Peraturan Presidcn Nomor 87 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pcmbentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 
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15. Pcraturan Mcntcri Dalam Ncgcri Rcpublik Indonesia 

Nomor 80 Tahun 2015 tcntang Pembcntukan 

Produk Hukum Dacrah (Bcrita Negara Rcpublik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) scbagaimana 

tclah diubah dcngan Pcraturan Mcnteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 

tcntang Pcrubahan /\tas Pcraturan Mentcri Dalam 

Ncgcri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembcntukan 

Produk llukum Dacrah (Bcrita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

16. Pcraturan Dacrah Kabupatcn Situbondo Nomor 10 

Tahun 2013 ten tang Pembcntukan Pcraturan 

Daerah (Lcmbaran Dacrah Kabupatcn Situbondo 

Tahun 2013 Nomor 10); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN 

PENDIDIKAN 

PENDIDIKAN. 

BUPATI IMPLEMENTASI 

ANTI KORUPSI PADA 

INSERSI 

SATUAN 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Pcraturan Bupati ini yang dimaksud dcngan : 

1. Dacrah adalah Kabupaten Situbondo. 

2. Pcmerintah Dacrah adalah Pemcrintah Kabupatcn 

Situbondo. 

3. Bupati adalah Bupati Situbondo. 

4. Dinas Pcndidikan dan Kcbudayaan yang selanjutnya 

discbut Dinas adalah Dinas Pcndidikan dan 

Kcbudayaan Kabupatcn Situbondo. 

5. Kcpala Dinas adalah Kcpala Dinas Pcndidikan dan 

Kcbudayaan Kabupatcn Situbondo. 

6. Satuan Pcndidikan adalah Sckolah Dasar / Madrasah 

Ibtidaiyah (SD/ MI) dan Sckolah Mcncngah 

Pcrtama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP / MTs) di 

Kabupatcn Situbondo. 

7. Implcmcntasi adalah pcncrapan / pclaksanaan 

rcncana yang tclah disusun sccara tcrpcrinci. 

8. lnscrsi adalah pcnyisipan intisari nilai-nilai dalam 

mata Pclajaran Pcndidikan Pancasila dan 

Kcwargancgaraan, 

Bimbingan Konscling. 

Pcndidikan Agama, dan 
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9. Pcndidikan Anti korupsi adalah satu kcsatuan dari 

pcndidikan karaktcr generasi muda yang mcrupakan 

proses untuk mcnguatkan sikap antikorupsi dalam 

diri pcscrta didik scjak dini. 

10. Guru adalah pcndidik profcsional dcngan tugas 

utama mcndidik, mcngaJar, membimbing, 

mcngarahkan, mclatih, mcnilai dan mcngevaluasi 

pcscrta didik pada Satuan Pcndidikan. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Pcraturan Bupati m1 dimaksudkan untuk mcnjadi 

pcdoman pclaksanaan dalam rangka Implcmcntasi lnscrsi 

Pcndidikan Anti korupsi pada Satuan Pcndidikan. 

Pasal 3 

Pcraturan Bupati m1 bcrtujuan untuk mewujudkan 

implcmcntasi pcndidikan anti korupsi yang diinscrsikan 

dalam mata pclajaran Pcndidikan Pancasila dan 

Kcwargancgaraan, Pcndidikan Agama, dan Bimbingan 

Konscling. 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

Ruang lingkup Pcraturan Bupati ini mcliputi : 

a. implcmentasi zona pendidikan anti korupsi; 

b. pclaksana implemcntasi zona pcndidikan anti korupsi; 

c. kerjasama; 

d. monitoring, evaluasi dan pclaporan; 

c. pcmbiayaan. 

BAB IV 

IMPLEMENTASI ZONA PENDIDIKAN ANTI KORUPSI 

Pasal 5 

Implemcntasi Insersi Pcndidikan Anti Korupsi merupakan 

penerapan Pendidikan Anti Korupsi yang disisipkan pada 

mata pclajaran Pcndidikan Pancasila dan Kcwargancgaraan, 
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Pcndidikan Agama, dan Bimbingan Konscling, schingga 

tidak mcnambah mat.a pelajaran baru. 

Pasal 6 

Komponcn Implcmcntasi lnscrsi Pcndidikan Anti Korupsi : 

a. rcgulasi Implcmcntasi Inscrsi Pcndidikan Anti Korupsi 

di tingkat Pcndidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTs 

scbagai dasar pclaksanaan sctiap Unit Kcrja 

Pendidikan; 

b. anggaran mcmadai untuk Implcmcntasi Inscrsi 

Pcndidikan Anti korupsi di tingkat Pcndidikan Dasar 

SD/MI dan SMP/MTs; 

c. satuan Khusus at.au Kclompok Kcrja yang mcmadai 

dalam mcngimplcmcntasikan Inscrsi Pcndidikan Anti 

korupsi di tingkat Pcndidikan Dasar SD/ MI dan 

SMP/MTs; 

d. tcnaga pcndidik yang kompctcn dalam 

mcnyclcnggarakan kcgiatan Pcmbclajaran Pcndidikan 

Anti korupsi di tingkat Pcndidikan Dasar SD/ MI dan 

SMP/MTs; 

c. monitoring dan cvaluasi pclaksanaan Implcmcntasi 

lnscrsi Pcndidikan Anti korupsi di tingkat Pcndidikan 

Dasar SD/ MI dan SMP / MTs; 

f. mclaksanakan publikasi tcrhadap Implcmcntasi Inscrsi 

Pcndidikan Anti korupsi di tingkat Pendidikan Dasar 

SD/ MI dan SMP / MTs. 

Pasal 7 

( 1) lnsiatif mcrancang, antara lain : 

a. mcnganalisa Kompetcnsi Dasar Mata Pclajaran 

Pcndidikan Dasar SD/ MI dan SMP / MTS yang 

rclcvan dcngan tindakan anti korupsi dcngan 

mcnctapkan tujuan pcmbclajaran bcscrta indikator 

pcncapaian kompetcnsinya dan mcnctapkan 

substansi (pcngctahuan-kctcrampilan-sikap) yang 

akan dibclajarkan; 

b. mcnyusun pcngalaman belajar untuk mcncapai 

kompctcnsi yang mcnjadi tujuan dcngan 

mcncntukan aktivitas yang dilakukan agar pcscrta 

didik tahu, paham, sadar, bisa mcmpraktekkan 

dan konsisten scrta terbiasa mcngamalkan di kclas, 
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sckolah, kcluarga dan masyarakat, mcmilih media 

(bcrupa rcfcrcnsi, pcrmainan, film, pcngalaman 

nyata dalam kehidupan) yang rclcvan untuk 

mcndukung aktivitas schingga mcnguatkan 

pcngalaman bclajar dan mcmbiasakan pcngamalan, 

mcnyusun alat penilaian yang scsuai dcngan 

tujuan/ kompctcnsi yang akan dicapai mcngacu 

pada indikator untuk mcngcndalikan proses 

pcmbclajaran, mengukur kctcrcapaian kompctcnsi 

pcscrta didik sccara pcriodik, mclibatkan pihak lain 

dalam mcmvalidasi hasil penilaian pcncapaian 

kompctcnsi scrta mcmbuat system aplikasi yang 

menjadi pangkalan data yang mcnggambarkan 

pcrkcmbangan pcncapaian hasi bclajar; 

c. mcngikutscrtakan pcscrta didik dalam kcgiatan 

bclajar tcrmasuk mclibatkan panca indcranya 

mclalui aktivitas yang mcnarik dan mcnycnangkan; 

d. mcnyiapkan jcjaring dcngan mcluaskan 

pcmbclajaran anti korupsi kc tiap-tiap Saluan 

Pcndidikan, kcluarga, masyarakat serta mclibatkan 

semua pihak mclalui : 

1. menyatukan pcmahaman dan langkah inscrsi 

dalam mat.a pclajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kcwargancgaraan, Pendidikan Agama, dan 

Bimbingan Konscling; 

2. mcmbangun smcrg1 untuk mcngcfektifkan 

pcnguatan karakter anti korupsi di tingkat 

Satuan Pcndidikan antara Guru pclajaran 

Pcndidikan Pancasila dan Kcwarganegaraan, 

Pcndidikan Agama, dan Bimbingan 

Konseling/ Guru Kclas dengan guru lain di satu 

sekolah, membangun sinergi dan bcrbagi 

praktck terbaik pcndidikan antikorupsi antar 

Guru pclajaran Pcndidikan Pancasila dan 

Kcwargancgaraan, Pcndidikan Agama, dan 

Bimbingan Konscling/ Guru Kclas dalam forum 

MGMP/KKG, mcmbangun sincrgi antara Saluan 

Pcndidikan (Guru pclajaran Pcndidikan 

Pancasila dan Kcwargancgaraan, Pcndidikan 

Agama, dan Bimbingan Konscling/ Wali Kclas/ 

Guru Kclas) dcngan orangtua/wali, mcmbangun 

smcrg1 antara sckolah dan lingkungan, 

mcmbangun smcrg1 antara Guru pclajaran 
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Pcndidikan Pancasila dan Kcwargancgaraan, 

Pcndidikan Agama, dan Bimbingan 

Konseling/Wali Kclas/Guru Kclas dcngan 

kclompok profcsional lainnya. 

BABV 

PELAKSANA IMPLEMENTASI ZONA PENDIDIKAN 

ANTI KORUPSI 

Pasal 8 

( 1) lmplcmcntasi Inscrsi Pcndidikan Anti Korupsi 

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan 

olch guru mata pclajaran Pcndidikan Pancasila dan 

Kewargancgaraan, Pcndidikan J\.gama, dan Bimbingan 

Konscling. 

(2) Guru pclajaran Pcndidikan Pancasila dan 

Kewargancgaraan, Pcndidikan J\.gama, dan Bimbingan 

Konscling scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

bcrtugas: 

a. inisiatif mcrancang, mcrcncanakan dcngan 

matang, mcmbuat format sesuai kebutuhan; 

b. mcmbuat aktivitas yang mcnarik dan 

mcnycnangkan scrta mclibatkan scmua indcra 

pcscrta didik; 

c. mcnyiapkan JCJanng yang mcluaskan 

pcmbclajaran anti korupsi di sckolah, kcluarga, 

masyarakat dcngan mclibatkan scmua pihak. 

(3) Guna kclancaran Implemcntasi lnscrsi Pendidikan 

Anti Korupsi scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

dikoordinir olch Kcpala Sckolah dan Dinas scrta 

dimonitoring dan cvaluasi olch Bupati. 

BAB VI 

KERJASAMA 

Pasal 9 

( 1) Guna kclancaran pclaksanaan Implcmcntasi lnscrsi 

Pcndidikan Anti Korupsi dapat dilakukan kcrja sama 

dcngan Komisi Pcm be ran tasan Korupsi dan 

Kementcrian/ Lcmbaga/ Organisasi/ Pcmcrintah 

Dacrah. 
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(2) Pclaksanaan kcrja sama Implcmcntasi Inscrsi 

Pcndidikan Anti Korupsi scbagaimana dimaksud pacla 

ayat ( 1) clilaksanakan scsua1 dcngan ketentuan 

pcraturan pcrundang-undangan. 

BAB VII 

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 

Pasal 10 

( 1) Monitoring clan cvaluasi pclaksanaan lmpclemcntasi 

lnscrsi Pcndidikan Anti korupsi clilakukan olch Bupati 

clan pihak eksternal. 

(2) Dalam mclaksanakan 

sc bagaimana climaksud 

mcnugaskan Dinas. 

monitoring 

pada ayat 

dan evaluasi 

Bupati 

(3) gvaluasi I~kstcrnal scbagaimana dimaksucl pada ayat 

( 1) dapat clilakukan olch Komisi Pcmbcrantasan 

Korupsi dan/ atau Kcmcntcrian/ Lcmbaga. 

Pasal 11 

Dinas wajib mclaporkan pelaksanaan lmpclcntasi Inscrsi 

Pcncliclikan Anti Korupsi kcpada Bupati sctiap 6 (cnam) 

bulan atau scwaktu-waktu apabila dipcrlukan. 

Segala biaya 

BAB VIII 

PEMBIAYAAN 

Pasal 12 

yang timbul dalam pclaksanaan 

lmplcmcntasi Inscrsi Pcndidikan Anti Korupsi 1m 

clibcbankan pada : 

a. Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Dacrah;dan/ atau 

b. sumbcr clana lain yang sah clan ticlak mcngikat. 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

Pcraturan Bupati m1 mulai bcrlaku pada tanggal 

diunclangkan. 



10 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Situbondo. 

Diundangkan di Situbondo 

pada tanggal 2 1 AUG 2019 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SITUBONDO, 

Ditetapkan di Situbondo 

pada tanggal 2 1 AUG 2019 
BUPATI SITUBONDO, 

DADANG WIGIARTO 

BBRITA DAERAH KABUPATBN SITUBONDO TAHUN 2019 NOMOR ~"2-


